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. PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019, pukul 13.51 WIB, Mahkamah
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Ketetapan Pengujian
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 17 /PUU-XVII/2019.
Dalam Sidang Pengucapan Ketetapan Perkara Nomor 17/PUU-XVII/2019
perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

. PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam perkara Nomor 17 /PUU-XVII/2019
diajukan oleh Deddi Fasmadhy Satiadharmanto (selanjutnya disebut Pemohon).

. PASAL/AYAT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN

KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG
DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap Pasal
249 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis




Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerabh,
Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berketentuan sebagai berikut:

(1) DPD mempunyai wewenang dan tugas:
J. melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan
peraturan daerabh.

. BATU U]I

Bahwa Pasal 249 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dianggap Para Pemohon bertentangan
dengan UUD Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak
dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon.

. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap pengujian Pasal 249 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 17 Tahun
2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah
Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

d. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 Mahkamah menerima surat bertanggal 11
Maret 2019 dari Pemohon yang menyatakan pencabutan permohonan uji
materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dengan registrasi perkara Nomor 17 /PUU-XVII/2019;

e. Bahwa dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 11 Maret 2019
dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan dan sekaligus
mengkonfirmasi surat pencabutan permohonan sebagaimana dimaksud pada
huruf d, namun Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan
patut;

f. Bahwa kemudian terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali
tersebut, setelah mendengar laporan Panel Hakim sebagaimana dimaksud
pada huruf ¢, huruf d, dan huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim
pada tanggal 12 Maret 2019 telah menetapkan permohonan pencabutan atau
penarikan Kkembali permohonan perkara Nomor 17/PUU-XVII/2019
beralasan menurut hukum;




Bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat
menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah
Konstitusi dilakukan” dan “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, terhadap permohonan a
quo Mahkamah mengeluarkan Ketetapan;

F. KETETAPAN

1.
2y

Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;

Permohonan Nomor 17/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Konstitusionalitas
Pasal 249 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6187) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;

Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 249
ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6187) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan
Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas
permohonan kepada Pemohon.

G. PENUTUP
Bahwa dengan Ketetapan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan penarikan
kembali permohonan Pemohon, maka Pemohon tidak dapat mengajukan kembali
permohonannya.
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